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PUTUSAN
Nomor 3638/Pdt.G/2024/PA.Dpk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

, Sebagai Pemohon;
melawan

, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember
2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu
juga dalam register perkara 3638/Pdt.G/2024/PA.Dpk telah mengajukan dalil-
dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan Pernikahan
yang kedua, pada hari Selasa tanggal 07 januari 2014 dan telah menjadi
pasangan suami isteri yang sah menurut Hukum dan Agama Islam, di
Kecamatan Jiwan, Kabupaten/Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Duplikat
Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0002/02/1/2014, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama ini menempati rumah yang

dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di ALAMAT;
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3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;
4. Bahwa, dalam perjalannya kemudian, ternyata kerukunan atau
keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak
berlangsung selamanya sebagaimana yang dikehendaki dalam ajaran
agama, Yyaitu sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat di
kandung badan;
5. Bahwa, benih-benih perpecahan/keributan mulai timbul sejak Akhir
Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain :
1. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan/perselisihan
dalam berumah tangga dikarenakan hubungan Pemohon sudah tidak
ada kecocokan hidup berumah tangga dengan Termohon;
2. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
6. Bahwa, berdasarkan pada uraian yang Pemohon sampaikan pada angka
5 di atas, jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam
sudah tidak tercapai;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
pada tahun 2022 yang akibatnya Pemohon dan Termohon Pisah Rumabh,;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun
upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa, berdasarkan apa yang Pemohon sampaikan pada angka 5 di
atas, maka secara hukum sudah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan
Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal
39 ayat (2) huruf (f), Junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975, Junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang
berbunyi: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga .
10. Bahwa, berdasarkan semua yang Pemohon sampaikan, maka
secara hukum sudah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan kepada
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Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Huruf C Nomor 1
huruf b nomor 2) yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan
jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah
berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
11. Bahwa, jelaslah keinginan untuk berpisah merupakan keinginan
yang kuat dari Pemohon, karena Rumah Tangga sudah tidak bisa
dipertahankan lagi, oleh karena itu kuat alasan dan dasar hukum bagi
Ketua Pengadilan Agama Depok Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini.
Bahwa berdasarkan semua yang Pemohon/Kuasa Hukum sampaikan
dalam Permohonan ini, maka mohon kepada. Majelis Hakim Pengadilan Agama
Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak
Raj'i Satu terhadap Termohon (NAMA) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Depok;
3. Memutuskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
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dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke
persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan
Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan
tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan
Termohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon
tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jiwan
ALAMAT, Nomor 0002/02/1/2014 Tanggal 07 Januari 2014, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang
saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di
Kota Depok;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak
sejak akhir tahun 2020 dan sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah mulai tidak harmonis;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon
sudah tidak ada kecocokan hidup berumah tangga dengan Termohon,
Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
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- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon

akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di
Kota Depok;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak
sejak akhir tahun 2020 dan sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah mulai tidak harmonis;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon
sudah tidak ada kecocokan hidup berumah tangga dengan Termohon,
Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
sejak tahun 2022;

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan
mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bersedia memberikan
kepada Termohon vyaitu nafkah iddah selama masa iddah sejumlah
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta Pemohon yang pada pokoknya tetap

pada pendiriannya dan mohon putusan;
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Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan
sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta
ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai
kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125
ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa
hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah
berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap
persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar
dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon
akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi
sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau
menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan
ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk
melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
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menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan akhir tahun 2020 yang
disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan/perselisihan
dalam berumah tangga dikarenakan hubungan Pemohon sudah tidak ada
kecocokan hidup berumah tangga dengan Termohon, Termohon tidak
menghormati orang tua Pemohon dan puncaknya pada tahun 2022 Pemohon
dan Termohon telah pisah rumabh;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban
Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan
permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau
Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon,
namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara
ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan
timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung
dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis
berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai
dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim
menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang
telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai
alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah
berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti Pemohon
dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah
bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni
keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di
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persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri
karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya
dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung
permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan
dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sabh;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan Pemohon sudah
tidak ada kecocokan hidup berumah tangga dengan Termohon, Termohon
tidak menghormati orang tua Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 dan
sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya
suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap
kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
benar-benar sudah tidak rukun lagi, meskipun majelis hakim telah berupaya
mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak
keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam
kategori sudah pecah (broken/down marriage), sudah tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu
rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta

mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang
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lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang
salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika Pemohon dan Termohon
selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah
berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan
Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar
norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif
yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas
kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah
tangga Pemohon dan Termohon tersebut layak untuk diputus dengan
perceraian daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon
tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil nash Al Qur'an di dalam
Surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

24 L BT GILIT1,252 B

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-
fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan
telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
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permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan
kesanggupannya bersedia memberikan kepada Termohon akibat cerai berupa
nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan untuk
memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sehingga dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak keberatan dengan akibat
cerai tersebut;

Menimbang, bahwa talak atau perceraian yang akan dijatuhkan oleh
Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana amar di bawah ini adalah
bukan talak bain melainkan talak kesatu raj'i, karena antara Pemohon dengan
Termohon belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, mempedomani Firman Allah SWT Surat Al-Bagarah ayat
241 yang Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, itulah hak bagi orang-orang yang
bertaqwa”.

Menimbang, bahwa adalah suatu kewajiban bagi bekas suami yang
dihubungkan dengan keadaan tertentu, seperti membayar mut'ah kepada isteri
yang ditalaknya, kecuali mantan isteri tersebut qobla ad-dukhul dan juga
membayar nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan isteri, kecuali mantan
isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide
Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak perceraian datang dari
Pemohon dan kesalahan yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga ini tidak
semata-mata datang dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan
b) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Majelis Hakim
berpendapat bahwa sepatutnya mut'ah dan nafkah iddah diberikan kepada
Termohon yang besarannya ditentukan sesuai dengan kesanggupan Pemohon
yang mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu majelis hakim sepakat
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menetapkan mut'’ah dan nafkah iddah Termohon sesuai dengan kesanggupan
Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah dan nafkah iddah Termohon
telah ditetapkan, maka majelis menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah
dan nafkah iddah Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat cerai
berupa: Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua
juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah), yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Depok pada Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Maryam, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
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itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa

hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

ttd ttd

Tuti Sudiarti, S.H., M.H. Maryam, S.Ag., M.H.
ttd

Idawati, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon ' Rp.
25.000,00

4, Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 195.000,00
Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ...................

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .........
Padatanggal .............coveviiniiinnns
Panitera Pengadilan Agama Depok
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Syamsul Rizal, S.H., M.H.
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